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BUPATI TUBAN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN 

NOMOR  3  TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUSAHAAN UMUM DAERAH MINYAK DAN GAS BUMI 

KABUPATEN TUBAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TUBAN,  

Menimbang : a. bahwa keberadaan Badan Usaha Milik Daerah memiliki 

peran dalam rangka mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat dengan menggerakkan aktivitas 

perekonomian daerah, mendorong pertumbuhan 

ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di 

Daerah; 

  b. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian 

Daerah serta meningkatkan pelayanan masyarakat 

secara transparan dan akuntabel untuk mewujudkan 

sistem tata kelola perusahaan yang baik (Good 

Corporate Governance), diperlukan peningkatan 

profesionalisme pengelolaan Perusahaan Daerah 

Minyak dan Gas Bumi Kabupaten Tuban sebagai 

Perusahaan Milik Pemerintah Kabupaten Tuban; 

  c. bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 402 ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas   

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, dan menyesuaikan pengaturan 

pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang 

Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah 

Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas 

Bumi Kabupaten Tuban perlu dilakukan penyesuaian; 

 

SALINAN 
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  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan 

Umum Daerah Minyak dan Gas Bumi Kabupaten 

Tuban; 

Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

3.  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak 

dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4152);  

4.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan                

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

6.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 5679); 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang 

Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian 

Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha 

Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4253); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang 

Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4436), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak 

dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4996); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang 

Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 6173); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran 

Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) pada 

Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1796); 
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 

2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian 

Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris 

dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 700); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 

2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan 

Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi 

Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 155); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 17), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 

13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri D Nomor 7);   

Dengan Persetujuan Bersama, 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN 

dan 

BUPATI TUBAN 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM 

DAERAH MINYAK DAN GAS BUMI KABUPATEN TUBAN. 

BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Tuban. 

3. Bupati adalah Bupati Tuban. 
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4. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah 

dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya 

disingkat KPM adalah Organ Perusahaan Umum 

Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam 

Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala 

kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi 

atau dewan pengawas. 

5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat 

BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau 

sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 

6. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut 

Perusahaan adalah Badan Usaha Milik Daerah yang 

seluruh modalnya dimiliki Pemerintah Daerah dan 

tidak terbagi atas saham. 

7. Perusahaan Umum Daerah Minyak dan Gas Bumi 

Kabupaten Tuban yang selanjutnya disebut Perumda 

Migas adalah Perusahaan Umum Daerah yang 

dibentuk oleh Pemerintah Daerah. 

8. Direksi adalah Direksi Perumda Migas. 

9. Direktur Utama yang selanjutnya disebut Direktur 

adalah Direktur Utama Perumda Migas. 

10. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda 

Migas. 

11. Pegawai adalah Pegawai Perumda Migas. 

12. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa 

hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan 

temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, 

termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan 

bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, 

tetapi tidak termasuk batubara atau endapan 

hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh 

dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan 

usaha Minyak dan Gas Bumi. 

13. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa 

hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan 

temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh 

dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi. 

14. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang 

berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha 

pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau 

Niaga. 
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15. Kegiataan Jasa Penunjang adalah kegiatan usaha yang 

dapat menunjang kegiatan usaha hilir. 

16. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka 

waktu 5 (lima) tahun. 

17. Rencana Kerja dan Anggaran BUMD yang selanjutnya 

disebut RKA BUMD adalah penjabaran tahunan dari 

Rencana Bisnis BUMD. 

18.  Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem 

pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan 

perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi 

yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan 

antar pemangku kepentingan. 

BAB II 

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN 

Pasal 2 

Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Minyak 

dan Gas Bumi Kabupaten Tuban yang didirikan 

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 

6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah 

Minyak dan Gas Bumi Kabupaten Tuban (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 17, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 

22) disesuaikan nama badan hukumnya menjadi 

Perusahaan Umum Daerah Minyak dan Gas Bumi 

Kabupaten Tuban.  

Pasal 3 

(1)  Perumda Migas berkedudukan dan berkantor Pusat di 

Daerah dan dapat mendirikan cabang-cabang serta 

perwakilan-perwakilan di tempat lain di dalam 

maupun di luar Wilayah Daerah. 

(2)  Perumda  Migas  merupakan perusahaan induk 

(holding company) dan dapat membentuk anak 

perusahaan yang dapat mengelola participating 

interest dan usaha lainnya. 

(3)  Perumda Migas selaku Perusahaan Milik Daerah 

berhak melakukan kegiatan usaha berdasarkan 

Peraturan Daerah ini. 
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(4)  Pendirian Cabang serta perwakilan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas 

usul Direksi dengan pertimbangan Dewan Pengawas. 

BAB III 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 4 

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk 

memberikan landasan hukum terhadap Perumda Migas 

dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

dengan menyelenggarakan pemanfaatan umum berupa 

pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi.  

Pasal 5 

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk: 

a. meningkatkan pendapatan asli Daerah; 

b. memberikan manfaat bagi perkembangan 

perekonomian Daerah; 

c. penyelenggaraan kemanfaatan umum berupa 

penyelenggaraan dan pengelolaan sumber daya alam 

Minyak dan Gas Bumi, energi dan energi terbarukan, 

dan kegiatan jasa penunjang lainnya; dan 

d. mewujudkan alih teknologi dan manajemen serta 

peningkatan dan pemberdayaan sumber daya 

manusia. 

BAB IV 

KEGIATAN USAHA DAN JANGKA WAKTU BERDIRINYA 

Bagian Kesatu 

Kegiatan Usaha 

Pasal 6 

(1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Perumda Migas 

melakukan kegiatan usaha sebagai berikut: 

a.  pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas 

bumi, baik kegiatan usaha hulu, usaha hilir 

maupun kegiatan jasa penunjang Minyak dan Gas 

Bumi lainnya di Daerah dan/atau di luar Daerah 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

dan 
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b.  pengelolaan sumber daya energi dan energi 

terbarukan serta kegiatan jasa penunjang energi 

dan energi terbarukan di Daerah dan/atau di luar 

Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(2)  Perumda Migas dapat mengembangkan usaha di luar  

kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3)  Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) harus mendapat persetujuan KPM. 

Bagian Kedua  

Jangka Waktu Berdiri  

Pasal 7 

Perumda Migas didirikan untuk jangka waktu yang tidak 

terbatas.  

BAB V 

PERMODALAN 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 8 

(1) Sumber Modal Perumda Migas terdiri dari: 

a.  penyertaan modal Daerah; 

b.  pinjaman; 

c.  hibah; dan 

d.  sumber modal lain yang sah. 

(2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a, dapat bersumber dari: 

a.  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

dan/atau 

b.  Konversi dari pinjaman. 

(3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)    

huruf b, dapat bersumber dari: 

a.  Daerah; 

b.  BUMD lainnya; dan/atau 

c.  sumber lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 

dapat bersumber dari: 

a.  Pemerintah Pusat; 

b.  Daerah;  
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c.  BUMD lainnya; dan/atau 

d.  sumber lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(5) Sumber modal lain yang sah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf  d meliputi: 

a.  kapitasi cadangan; dan 

b.  keuntungan revaluasi aset. 

Pasal 9 

Modal Perumda Migas yang bersumber dari Penyertaan 

Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 

(2), merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas 

kerugian Perusahaan. 

Bagian Kedua  

Modal Dasar dan Modal Yang Disetor 

Pasal 10 

(1)  Modal Dasar Perumda Migas ditetapkan sebesar       

Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). 

(2)  Modal Disetor Perumda Migas sampai dengan tahun 

2018 sebesar Rp. 721.400.000,00 (tujuh ratus dua 

puluh satu juta empat ratus ribu ruipah). 

(3)  Modal disetor sesuai modal dasar sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dipenuhi paling lambat 2 

(dua) tahun sejak berdiri. 

(4)  Modal Dasar dan Modal yang disetor sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipenuhi dari 

Penyertaan Modal. 

(5)  Penambahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan melalui penyertaan modal 

Daerah. 

(6)  Penyertaan modal Daerah untuk memenuhi modal 

dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur mengenai 

pengelolaan keuangan daerah. 

(7)  Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah 

secara khusus. 
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Bagian Ketiga 

Perubahan Penyertaan Modal  

Paragraf 1 

Penambahan Modal 

Pasal 11 

(1)  Penambahan Modal Perumda Migas dapat dilakukan 

dengan Penyertaan Modal Daerah. 

(2)  Penambahan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan untuk: 

a.  pengembangan usaha; 

b.  penguatan struktur permodalan; dan 

c.  penugasan Pemerintah Daerah. 

(3)  Penyertaan Modal Daerah untuk penambahan modal 

Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh 

Pemerintah Daerah dan tersedianya Rencana Bisnis 

Perusahaan. 

(4)  Penambahan Modal Daerah dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan 

Daerah 

Paragraf 2 

Pengurangan Modal 

Pasal 12 

(1)  Pemerintah Daerah dapat melakukan pengurangan 

Modal Daerah pada Perumda Migas. 

(2)  Pengurangan Modal Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur 

mengenai pengelolaan keuangan Daerah. 

BAB VI 

ORGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH  

MINYAK DAN GAS BUMI 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 13 

(1)  Pengurusan Perumda Migas dilakukan oleh Organ 

Perusahaan. 
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(2)  Organ Perumda Migas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri dari: 

a.  KPM; 

b.  Dewan Pengawas; dan 

c.  Direksi. 

(3)  Setiap orang dalam pengurusan Perusahaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang 

memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga 

berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke 

samping, termasuk hubungan yang timbul karena 

perkawinan. 

Pasal 14 

(1)  KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat 

dalam pengembangan usaha Perusahaan.  

(2)  Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

atas:  

a.  rapat tahunan; 

b.  rapat persetujuan Rencana Kerja Anggaran 

Perumda Migas; dan  

c.  rapat luar biasa.  

(3)  Struktur organisasi dan tata kerja kepegawaian dan 

penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi pada 

Perumda Migas diatur dengan Peraturan Bupati. 

Bagian Kedua 

KPM  

Pasal 15 

(1)  Bupati selaku pemilik modal pada Perusahaan Umum 

Daerah mempunyai kewenangan mengambil 

keputusan. 

(2)  Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada 

pejabat Perangkat Daerah yang ditunjuk.  

(3)  Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) antara lain:  

a.  perubahan anggaran dasar;  

b.  pengalihan aset tetap;  

c.  kerja sama;  
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d.  investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan 

anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;  

e.  penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber 

dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan 

revaluasi aset, dan rasio saham;  

f.  pengangkatan dan pemberhentian Dewan 

Pengawas, dan Direksi;  

g.  penghasilan Dewan Pengawas, dan Direksi;  

h.  penetapan besaran penggunaan laba;  

i.  pengesahan laporan tahunan;  

j.  penggabungan, pemisahan, peleburan, 

pengambilalihan, dan pembubaran BUMD; dan  

k.  jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh 

persen) dari jumlah kekayaan bersih BUMD dalam 

1 (satu) transaksi atau lebih;  

(4)  KPM memberikan persetujuan atas kebijakan 

pengembangan usaha Perusahaan yang diusulkan 

Direksi setelah memperoleh pertimbangan Dewan 

Pengawas. 

(5)  Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan insentif yang 

bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah 

yang Dipisahkan.  

(6)  Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan:  

a.  target kinerja BUMD;  

b.  klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah 

Yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan  

c.   laporan keuangan BUMD.  

(7)  KPM tidak bertanggungjawab atas kerugian 

perusahaan apabila dapat membuktikan:  

a.  tidak mempunyai kepentingan pribadi baik 

langsung maupun tidak langsung;  

b.  tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum 

yang dilakukan oleh perusahaan umum Daerah; 

dan/atau  

c.  tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak 

langsung menggunakan kekayaan perusahaan 

umum daerah secara melawan hukum. 



- 13 - 
 

jdih.tubankab.go.id 
 

(8)  Ketentuan mengenai tata cara pembentukan dan 

pendelegasian sebagian tugas dan kewenangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) 

diatur dalam Peraturan Bupati. 

Bagian Ketiga  

Dewan Pengawas 

Paragraf 1 

Persyaratan dan Pengangkatan 

Pasal  16 

(1)  Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur 

independen dan unsur lainnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(2)  Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan 

pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas 

melaksanakan pelayanan publik. 

Pasal  17 

(1)  Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.  

(2)  Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan 

Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat 

sebagai berikut:  

a.   sehat jasmani dan rohani;  

b.   memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, 

pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan 

dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan 

mengembangkan perusahaan;  

c.   memahami penyelenggaraan pemerintahan 

Daerah;  

d.   memahami manajemen Perumda Migas yang 

berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;  

e.   menyediakan waktu yang cukup untuk 

melaksanakan tugasnya; 

f.   berijazah paling rendah Strata I (S-1);  

g.   berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada 

saat mendaftar pertama kali;  

h.   tidak pernah dinyatakan pailit;  
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i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan 

Pengawas yang dinyatalan bersalah menyebabkan 

badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;  

j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; 

k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon 

Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, 

dan/atau calon anggota legislatif; dan  

l. tidak terikat hubungan keluarga dengan 

Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang 

lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik 

menurut garis lurus atau kesamping termasuk 

menantu dan ipar. 

Pasal 18 

(1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan 

melalui seleksi.  

(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  

sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan 

dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga 

profesional. 

(3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Bupati sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Pasal 19 

(1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus 

seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib 

menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat 

sebagai anggota Dewan Pengawas.  

(2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya 

dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk 

pengangkatan pertama kali pada saat pendirian. 

(3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 18 tidak berlaku bagi pengangkatan 

kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu 

melaksanakan tugas dengan baik selama masa 

jabatannya. 
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(4) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) paling sedikit terhadap: 

a.  pelaksanaan pengawasan BUMD; 

b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan 

BUMD; 

c.  penerapan tata kelola Perusahaan yang baik; 

d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya 

kecurangan; dan 

e.  pemenuhan target dalam kontrak kinerja. 

(5) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan 

dokumen paling sedikit terdiri atas: 

a.  rencana bisnis; 

b.  rencana kerja dan anggaran BUMD; 

c.  laporan keuangan; 

d.  laporan hasil pengawasan; 

e.  kontrak kinerja; dan 

f.  risaalah rapat dan kertas kerja.   

(6) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, 

anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani 

kontrak kinerja.  

(7) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum 

pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan 

Pengawas. 

Pasal  20 

(1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 

banyaknya sama dengan anggota direksi. 

(2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas 

efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan 

keputusan. 

(3)  Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap 

anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap 

anggota dengan Keputusan KPM. 
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Pasal  21 

(1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa 

jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat 

diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 

(2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan 

dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap 

pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan 

Perumda Migas dalam meningkatkan kinerja pelayanan 

kepada masyarakat. 

Paragraf 2 

Tugas dan Wewenang 

Pasal 22 

(1) Dewan Pengawas mempunyai tugas: 

a. melakukan pengawasan terhadap perusahaan 

umum Daerah;  

b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi 

dalam menjalankan pengurusan perusahaan umum 

Daerah; 

c. memberikan pertimbangan dan saran kepada 

Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan 

dan pengembangan Perumda Migas antara lain 

pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan 

oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan 

Perumda Migas, rencana pinjaman dan ikatan 

hukum dengan pihak lain, serta menerima, 

memeriksa dan/atau menandatangani Laporan 

Triwulan dan Laporan Tahunan;  

d. memeriksa Rencana Strategis Bisnis, dan Rencana 

Bisnis dan Anggaran Tahunan Perumda Migas yang 

dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapat 

pengesahan; dan 

e. mengadakan rapat dengan Direksi paling sedikit 3 

(tiga) bulan sekali. 

(2) Dewan Pengawas wajib: 

a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan  

b. membuat dan memelihara risalah rapat.  
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Pasal  23 

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), mempunyai wewenang: 

a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda 

Migas; 

b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang 

disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan 

Bupati; 

c.    meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan 

pengembangan Perumda Migas; dan 

d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, 

rehabilitasi, dan pemberhentian Direksi kepada Bupati. 

 

Paragraf 3 

Sekretariat Dewan Pengawas 

Pasal  24 

(1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang Sekretaris 

yang dibiayai oleh Perusahaan.  

(2) Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan 

Pengawas. 

(3) Ketentuan mengenai pembentukan Sekretariat Dewan 

Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati. 

 

Paragraf 4 

Penghasilan dan Jasa Pengabdian 

Pasal  25 

(1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh 

KPM. 

(2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas: 

a. honorarium;  

b. tunjangan; 

c. fasilitas; dan/atau 

d. tantiem atau insentif kinerja. 
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Pasal  26  

(1)  Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima 

uang Honorarium paling banyak 40% (empat puluh 

persen) dari penghasilan Direktur Utama. 

(2)  Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota 

menerima uang Honorarium paling banyak 35% (tiga 

puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama. 

(3)  Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang 

Honorarium paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari 

honorarium Ketua Dewan Pengawas. 

(4)  Penetapan penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan 

dengan Keputusan KPM sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 27 

Dalam hal Perumda Migas memperoleh keuntungan, Dewan 

Pengawas  memperoleh bagian dari jasa produksi secara 

proporsional dengan berpedoman pada ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26. 

Pasal  28 

Besarnya uang honorarium dan bagian dari jasa produksi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 

ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan 

keuangan Perumda Migas. 

Pasal  29 

(1)  Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang 

besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan 

kemampuan keuangan Perumda Migas. 

(2)  Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat 

sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang  

jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan 

tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun. 

(3)  Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan 

lamanya tugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa 

bulan terakhir. 
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Paragraf 5 

Pemberhentian 

Pasal  30 

(1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena: 

a. meninggal dunia; 

b. masa jabatannya berakhir; dan/atau 

c. diberhentikan sewaktu-waktu. 

(2) Dalam hal Anggota Dewan Pengawas berakhir karena 

diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib 

disertai alasan pemberhentian. 

(3) Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila berdasarkan 

data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, 

anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan: 

a. tidak dapat melaksanakan tugas; 

b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan/atau ketentuan 

anggaran dasar; 

c. melakukan tindakan yang merugikan Perumda 

Migas; 

d. melakukan tindakan atau bersikap yang 

bertentangan dengan kepentingan Daerah atau 

Negara; 

e. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap;  

f. mengundurkan diri;  

g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota 

Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan/atau 

h. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan 

kebijakan Pemerintah Daerah seperti 

restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran 

BUMD. 

(3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan 

KPM. 
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Pasal  31 

(1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf d 

dan huruf e diberhentikan sementara oleh KPM. 

(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM. 

Pasal  32 

(1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian 

sementara, KPM melaksanakan rapat yang dihadiri oleh 

anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang 

bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi. 

(2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan KPM belum 

melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

pemberhentian sementara batal demi hukum. 

(3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir 

tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap 

menerima hasil rapat. 

(4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan 

Pengawas merupakan tindak pidana yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap, yang 

bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat. 

Bagian Keempat  

Direksi 

Paragraf 1 

Persyaratan dan Pengangkatan 

Pasal 33 

(1) Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda 

Migas dan diangkat oleh KPM. 

(2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang 

bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:  

a. sehat jasmani dan rohani;  

b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, 

pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi 

yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan 

perusahaan;  

c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;  

d. memahami manajemen perusahaan;  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e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang 

usaha perusahaan; 

f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);  

g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang 

manajerial perusahaan berbadan hukum dan 

pernah memimpin tim; 

h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun 

dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada 

saat mendaftar pertama kali; 

i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan 

Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan 

badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit; 

j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak 

pidana yang merugikan keuangan negara atau 

keuangan daerah; tidak sedang menjalani sanksi 

pidana;  

k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon 

kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, 

dan/atau calon anggota legislatif; dan 

l. tidak terikat hubungan keluarga dengan 

Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau 

Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis 

lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar. 

Pasal 34 

(1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui 

seleksi.  

(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 

sedikit melalui tahapan: 

a. seleksi administrasi; 

b. uji kelayakan dan kepatutan; dan 

c. wawancara akhir  

(3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Bupati sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal  35 

(1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 wajib 

menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat 

sebagai anggota Direksi.  
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(2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 34 tidak berlaku bagi pengangkatan 

kembali anggota Direksi yang dinilai mampu 

melaksanakan tugas dengan baik selama masa 

jabatannya.  

(3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota 

Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja. 

(4) Penandatanganan kontrak dimaksud pada ayat (3) 

dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai 

anggota Direksi. 

Pasal 36 

(1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling 

lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 

1 (satu) kali masa jabatan kecuali: 

a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan 

b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian 

khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat 

diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.  

(2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling 

sedikit memenuhi kriteria:  

a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis 

serta rencana kerja dan anggaran BUMD; 

b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan 

minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) 

tahun berturut-turut di akhir periode 

kepemimpinan; 

c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti 

sesuai dengan ketentuan peraturan            

perundang-undangan; dan 

d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 

100 % (seratus persen) selama 2 (dua) periode 

kepemimpinan. 

Paragraf 2 

Jumlah Direksi 

Pasal 37 

(1) Jumlah Direksi Perumda Migas ditetapkan oleh KPM. 
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(2)  Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) berdasarkan asas kebutuhan operasional dengan 

mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pengurusan 

dan pengelolaan Perumda Migas. 

(3)  Jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

paling sedikit 1 (satu) orang atau paling banyak 5 (lima) 

orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur 

Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil seleksi 

terhadap seluruh Direksi. 

(4)  Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. 

(5)  Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu 

meningkatkan kinerja Perumda Migas dan pelayanan 

kepada masyarakat setiap tahun serta adanya program 

kerja nasional yang berkelanjutan. 

Paragraf 3 

Larangan Rangkap Jabatan 

Pasal 38  

(1)  Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni: 

a.  jabatan struktural atau fungsional pada 

instansi/lembaga Pemerintah, Pemerintah Provinsi  

dan  Pemerintah Daerah; 

b.  anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan 

badan usaha swasta; 

c.  jabatan yang dapat menimbulkan benturan 

kepentingan pada Perumda Migas; dan/atau  

b.  jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan 

perundang-undangan. 

(2)  Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi 

secara langsung atau tidak langsung yang dapat 

menimbulkan benturan kepentingan pada Perumda 

Migas. 

Paragraf 4 

Tugas dan Wewenang 

Pasal 39  

Direksi mempunyai tugas: 
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a.  menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan 

pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda 

Migas; 

b.  membina pegawai; 

c.  mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Migas; 

d.  menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan; 

e.  menyusun Rencana Strategi Bisnis 5 (lima) tahunan 

(business/corporate plan) yang disahkan oleh Bupati 

melalui usul Dewan Pengawas; 

f.  menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan 

Anggaran Tahunan Perumda Migas yang merupakan 

penjabaran tahunan dari Rencana Strategi Bisnis 

(business plan/corporate plan) kepada Bupati melalui 

Dewan Pengawas; dan 

g.  menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan 

Perumda Migas. 

Pasal 40  

(1)  Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf g 

terdiri dari Laporan Bulanan, Laporan Triwulan dan 

Laporan Tahunan. 

(2)  Laporan Bulanan, Laporan Triwulan dan Laporan 

Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan kepada Dewan Pengawas sebagai salah 

satu dasar pengawasan. 

(3)  Laporan Bulanan dan Laporan Triwulan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) terdiri dari laporan kegiatan 

operasional dan keuangan. 

(4)  Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan 

laporan manajemen yang ditandatangani bersama 

Direksi dan Dewan Pengawas dan disampaikan kepada 

Bupati. 

(5)  Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

disampaikan kepada Bupati untuk disahkan paling 

lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah 

diterima. 
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(6)  Direksi mempublikasikan Laporan Tahunan kepada 

masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja 

setelah Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5), disahkan oleh Bupati. 

(7)  Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak 

menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya 

secara tertulis. 

Pasal 41 

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 39 mempunyai wewenang: 

a.  mengangkat, memberhentikan, dan memutasi pegawai 

Perumda Migas berdasarkan Peraturan Kepegawaian 

Perumda Migas; 

b.  menyusun konsep struktur organisasi dan tata kerja 

kepegawaian dan penjabaran tugas pokok dan fungsi 

organisasi Perumda Migas dengan persetujuan Dewan 

Pengawas untuk diajukan persetujuan kepada Bupati; 

c.  mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah 

Direksi; 

d.  mewakili Perumda Migas di dalam dan di luar 

pengadilan; 

e.  menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum 

mewakili Perumda Migas; 

f.  menandatangani Laporan Bulanan, Laporan Triwulan 

dan Laporan Tahunan; 

g.  menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik 

Perumda Migas berdasarkan persetujuan Bupati atas 

pertimbangan Dewan Pengawas; dan 

h.  melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam 

perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain 

dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan 

Pengawas dengan menjaminkan aset Perumda Migas. 

Pasal 42  

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perumda Migas, 

Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 

75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan 

Direksi dalam 1 (satu) tahun. 
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Paragraf 5 

Penunjukkan Pejabat Sementara 

Pasal 43 

(1)  Apabila sampai berakhir masa jabatan Direksi, 

pengangkatan Direksi baru masih dalam proses 

penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat 

Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural 

Perumda Migas sebagai Pejabat Sementara. 

(2)  Pengangkatan Pejabat Sementara sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan 

Bupati. 

(3)  Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

berlaku paling lama 6 (enam) bulan. 

(4)  Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah 

jabatan 

Paragraf 6 

Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Cuti 

Pasal  44 

(1)  Penghasilan Direksi pada Perumda Migas ditetapkan 

oleh KPM.  

(2)  Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) paling banyak terdiri atas: 

a.  gaji; 

b.  tunjangan;  

c.  fasilitas; dan/atau 

d.  tantiem atau insentif pekerjaan.  

(3)  Besarnya gaji Direktur Utama paling tinggi sebesar 2,5 

(dua setengah) kali penghasilan pegawai tertinggi. 

(4)  Besarnya gaji anggota Direksi masing-masing paling 

tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji 

Direktur Utama. 

(5)  Dalam hal Perumda Migas memperoleh keuntungan, 

Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi. 

(6)  Pemberian gaji, tunjangan dan bagian dari jasa produksi 

didasarkan pada prinsip kewajaran, efisiensi, efektifitas 

dan kemampuan Perumda Migas. 
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(7)  Jumlah  seluruh  biaya  untuk  penghasilan  Direksi,  

penghasilan  Dewan  Pengawas, penghasilan pegawai 

dan biaya tenaga kerja lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Pasal 45 

(1)  Direksi setiap masa akhir jabatan diberikan uang jasa 

pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati 

berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan 

keuangan Perumda Migas. 

(2)  Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum 

masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa 

pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 

1 (satu) tahun. 

(3)  Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan 

lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan 

penghasilan bulan terakhir. 

Pasal  46 

(1)  Direksi memperoleh hak cuti meliputi: 

a.  cuti tahunan;  

b.  cuti besar; 

c.  cuti sakit; 

d.  cuti karena alasan penting; 

e.  cuti nikah; 

f.  cuti bersalin; dan/atau 

g.  cuti di luar tanggungan Perumda Migas. 

(2)  Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali 

cuti di luar tanggungan Perumda Migas. 

(3)  Ketentuan mengenai pelaksanaan cuti sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati. 

Paragraf 7 

Pemberhentian 

Pasal  47 

(1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:  
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a.  meninggal dunia; 

b.  masa jabatannya berakhir; dan/atau  

c.  diberhentikan sewaktu-waktu.  

(2) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena 

diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib 

disertai alasan pemberhentian. 

(3) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dilakukan apabila berdasarkan data dan 

informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota 

Direksi yang bersangkutan: 

a.  tidak dapat melaksanakan tugas; 

b.  tidak melaksanakan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran 

dasar; 

c.  melakukan tindakan yang merugikan Perumda 

Migas; 

d.  melakukan tindakan atau bersikap yang 

bertentangan dengan kepentingan Daerah atau 

Negara; 

i.  dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan 

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;  

j.  mengundurkan diri;  

k.  tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota 

Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan 

l.  tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan 

kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, 

likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD. 

(4)   Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pasal  48 

(1)  Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf c dan huruf d 

diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan 

Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) 

bulan. 

(2)  Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan 

dan diberitahukan kepada yang bersangkutan. 



- 29 - 
 

jdih.tubankab.go.id 
 

Pasal  49 

(1)  Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian 

sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, 

Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh 

Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan 

diberhentikan atau direhabilitasi. 

(2)  Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil 

sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai 

bahan Bupati untuk memberhentikan atau 

merehabilitasi. 

(3)  Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang 

bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan 

Pengawas. 

(4)  Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi 

merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang 

bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat. 

BAB VII 

KEPEGAWAIAN 

Bagian Kesatu 

Pegawai 

Pasal 50 

(1)  Penerimaan pegawai dilakukan berdasarkan kebutuhan 

perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan 

pelayanan. 

(2)  Pegawai di lingkungan Perumda Migas terdiri dari: 

a.  tenaga kontrak; dan 

b.  pegawai tetap. 

(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan 

pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

dalam Peraturan Bupati. 

Bagian Kedua 

Pengangkatan dan Kepangkatan 

Paragraf 1 

Pengangkatan 

Pasal  51 

(1)  Pengangkatan pegawai Perumda Migas  harus memenuhi 

persyaratan: 
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a.  Warga Negara Republik Indonesia; 

b.  berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena 

melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 

paling sedikit 5 (lima) tahun berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap; 

c.  mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian 

yang diperlukan; 

d.  dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang 

ditunjuk oleh Direksi; 

e.  berusia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan 

f.  lulus seleksi. 

(2)  Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa 

percobaan  paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 

6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar 

penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik. 

(3)  Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud ayat (2) 

dilakukan penilaian meliputi: 

a.  loyalitas; 

b.  kecakapan; 

c.  kejujuran; 

d.  kerjasama; 

e.  prestasi kerja;  

f.  kerajinan; dan 

g.  kesehatan. 

(4)  Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak 

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang 

pesangon. 

Pasal  52 

(1)  Batas usia pensiun pegawai Perumda Migas adalah 56 

(lima puluh enam) tahun. 

(2)  Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan 

kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari 

pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 

(dua) tahun dalam pangkat terakhir. 
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Paragraf 2 

Kepangkatan 

Pasal 53 

(1)  Pegawai diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu. 

(2)  Pengangkatan Pegawai dalam suatu jabatan 

dilaksanakan dengan memperhatikan jenjang pangkat 

dan persyaratan lain yang ditetapkan untuk jabatan 

tertentu. 

(3)  Pemberian kenaikan pangkat dilaksanakan oleh Direksi 

berdasarkan kenaikan pangkat reguler dan kenaikan 

pangkat pilihan. 

(4)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kenaikan 

pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud pada     

ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi. 

Bagian Ketiga 

Penghasilan dan Cuti 

Paragraf 1 

Penghasilan 

Pasal  54 

(1)  Pegawai Perumda Migas berhak atas gaji, tunjangan dan 

penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, 

jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya. 

(2)  Pelaksanaan pemberian tunjangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan 

Direksi. 

(3)  Pegawai Perumda Migas berhak atas pesangon yang 

perhitungannya diatur lebih lanjut dalam Keputusan 

Direksi. 

(4)  Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perumda 

Migas. 

Pasal  55 

(1)  Penyusunan skala gaji pegawai Perumda Migas dapat 

mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri 

Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan 

kemampuan keuangan Perumda Migas. 
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(2)  Ketentuan gaji pegawai Perumda Migas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan 

Direksi 

Pasal  56 

(1)  Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan 

istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari gaji 

pokok.  

(2)  Pegawai yang mempunyai anak yang berumur kurang 

dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai 

penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah  

diberikan  tunjangan anak sebesar 5% (lima persen) dari 

gaji pokok untuk setiap anak. 

(3)  Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) 

tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang 

dibuktikan dengan surat keterangan dari 

sekolah/perguruan tinggi. 

(4)  Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak. 

Pasal  57 

(1)  Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya 

dihimpun dari usaha Perumda Migas dan iuran pegawai 

Perumda Migas.  

(2)  Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan 

gaji. 

Pasal  58 

Dalam hal Perumda Migas memperoleh keuntungan, 

pegawai Perumda Migas diberikan bagian dari jasa produksi 

sebesar 10% (sepuluh persen) dari laba setelah dikurangi 

pajak. 

Pasal 59 

(1)  Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar 

Penilaian Kerja pegawai diberikan kenaikan gaji berkala 

sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Migas. 
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(2)  Apabila yang bersangkutan belum memenuhi 

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun. 

Paragraf 2 

Cuti 

Pasal 60 

(1)  Pegawai memperoleh hak cuti meliputi: 

a.  cuti tahunan; 

b.  cuti besar; 

c.  cuti sakit; 

d.  cuti karena alasan penting; 

e.  cuti nikah; 

f.  cuti bersalin; dan 

g.  cuti di luar tanggungan Perumda Migas. 

(2)  Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana yang 

dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan 

penuh, kecuali cuti di luar tanggungan Perumda Migas. 

(3)  Ketentuan mengenai pelaksanaan cuti sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. 

Bagian Keempat 

Penghargaan dan Tanda Jasa 

Pasal  61 

(1)  Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang 

mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 

(sepuluh) tahun, 15 (lima belas) tahun, 20 (dua puluh) 

tahun, 25 (dua puluh lima) tahun dan 30 (tiga puluh) 

tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan 

keuangan Perumda Migas. 

(2)  Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang 

telah menunjukkan prestasi yang luar biasa dalam 

pengembangan Perumda Migas. 

(3)  Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

ditetapkan dengan Keputusan Direksi. 

Bagian Kelima 

Kewajiban dan Larangan 

Pasal  62 

Setiap pegawai wajib: 
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a.  memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan 

melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

b.  mendahulukan kepentingan Perumda Migas di atas 

kepentingan lainnya; 

c.  mematuhi dan menaati segala ketentuan yang berlaku di 

Perumda Migas; dan 

d.  memegang teguh rahasia Perumda Migas dan rahasia 

jabatan. 

Pasal  63 

Setiap Pegawai dilarang: 

a.  melakukan kegiatan yang merugikan Perumda Migas, 

Daerah, dan/atau Negara; 

b.  menggunakan kedudukannya untuk memberikan 

keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang 

merugikan Perumda Migas; 

c.  mencemarkan nama baik Perumda Migas, Daerah 

dan/atau Negara; dan 

d.  menjadi pengurus partai politik. 

Bagian Keenam 

Pelanggaran, Sanksi Administrasi dan Pemberhentian  

Paragraf 1 

Pelanggaran dan Sanksi Administrasi 

Pasal 64 

(1)  Pegawai Perumda Migas yang melakukan pelanggaran 

atas ketentuan baik berupa kewajiban dan/atau 

larangan dikenakan sanksi administrasi. 

(2)  Jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi: 

a. teguran/peringatan lisan; 

b. peringatan tertulis; 

c. penundaan kenaikan gaji berkala; 

d. penundaan kenaikan pangkat; 

e. penurunan pangkat; 

f. pembebasan jabatan; 

g. pemberhentian sementara; 

h. pemberhentian dengan hormat; dan 

i. pemberhentian dengan tidak hormat. 
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(3)  Ketentuan mengenai pelaksanaan penjatuhan sanksi 

administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur 

dengan Peraturan Direksi. 

Paragraf 2 

Pemberhentian 

Pasal 65 

(1)  Pegawai Perumda Migas diberhentikan sementara 

apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 63 dan/atau tindak pidana. 

(2)  Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya 

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas 

dugaan tindak pidana yang dilakukan. 

Pasal 66 

(1)  Pegawai Perumda Migas  yang diberhentikan sementara 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, tidak terbukti 

bersalah, pegawai yang bersangkutan harus 

dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama. 

(2)  Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, 

Direksi memberhentikan dengan tidak hormat. 

(3)   Pada saat pegawai diberhentikan sementara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai bulan 

berikutnya pembayaran gaji diberikan sebesar 50% (lima 

puluh persen). 

(4)   Dalam hal Pegawai Perumda Migas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, maka 

berhak atas gaji yang belum diterima. 

Pasal 67 

(1)  Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena: 

a.  meninggal dunia; 

b.  permintaan sendiri; 

c.  tidak dapat melaksanakan tugas; 

d.  tidak sehat yang dibuktikan dengan surat 

keterangan dokter; 

e.  telah mencapai usia pensiun; dan/atau 

f.  reorganisasi. 
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(2)  Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan 

pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan 

Direksi. 

(3)  Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b, pelaksanaannya berlaku pada 

akhir bulan berikutnya. 

Pasal 68 

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena: 

a.  melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan; 

b.  dihukum karena melakukan tindak pidana dengan 

ancaman pidana paling sedikit 5 (lima) tahun 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap; dan/atau  

c.  merugikan keuangan Perumda Migas. 

BAB VIII 

DANA PENSIUN  

Pasal 69 

(1)  Direksi dan Pegawai Perumda Migas wajib 

diikutsertakan pada program pensiun yang 

diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi 

Kerja/Lembaga Keuangan yang masuk dalam Lembaga 

Penjamin atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan. 

(2)  Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi 

dan kepastian manfaat bagi Direksi dan Pegawai 

Perumda Migas sesuai dengan peraturan                         

perundang-undangan. 

(3)  Ketentuan mengenai pelaksanaan dana pensiun Direksi 

dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

dalam Peraturan Direksi. 

BAB IX 

TAHUN BUKU, RENCANA BISNIS, DAN RENCANA KERJA 

DAN ANGGARAN PERUSAHAAN 

Bagian Kesatu 

Tahun Buku 

Pasal  70 

(1)  Tahun Buku Perumda Migas adalah tahun takwim. 
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(2)  Tahun takwim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 

Desember. 

Bagian Kedua 

Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran 

Perusahaan 

Pasal 71 

(1)  Direksi bersama jajaran perusahaan Perumda Migas 

wajib menyusun Rencana Bisnis yang hendak dicapai 

dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan 

anggaran dasar.  

(2)  Penyusunan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), memperhatikan aspirasi para pemangku 

kepentingan dan disetujui bersama oleh Dewan 

Pengawas dan disahkan oleh KPM.  

(3)  Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau 

pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, Rencana 

Bisnis disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang 

penyertaan modal dan hasil analisis investasi yang 

disusun oleh Pemerintah Daerah. 

(4)  Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disusun untuk:  

a.  menunjukkan gambaran mengenai bisnis Perumda 

Migas  kepada para pemangku kepentingan;  

b.  memberikan pedoman bagi pihak manajemen 

Perumda Migas dalam mengelola perusahaan;  

c.  menentukan strategi bisnis;  

d.  mengarahkan pengurus Perumda Migas fokus pada 

tujuan perusahaan;  

e.  membantu menghadapi persaingan usaha; dan  

f.  menarik investor dan kreditur.  

(5)  Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

paling sedikit memuat:  

a.  evaluasi hasil Rencana Bisnis atau dokumen 

pengelolaan sebelumnya;  

b.  kondisi Perumda Migas saat ini;  

c.  asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana 

Bisnis; dan  

d.  penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan 

program kerja.  
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Pasal 72 

(1)  Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran 

Perumda Migas yang merupakan penjabaran tahunan 

dari Rencana Bisnis.  

(2)  Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Migas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh 

Direksi bersama jajaran perusahaan dan disetujui 

bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM.  

(3)  Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau 

pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, Rencana 

Kerja dan Anggaran Perumda Migas disesuaikan dengan 

rencana pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah.  

(4)  Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Migas merupakan 

salah satu instrumen untuk mengukur kinerja BUMD, 

kinerja pengurus dan kinerja pegawai yang berkenaan.  

Pasal 73 

Penyusunan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 71 dan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 72 dilaksanakan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB X 

LAPORAN PERUSAHAAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH 

Bagian Kesatu 

Laporan Perusahaan 

Pasal  74 

(1)  Direksi menyusun dan menyampaikan laporan seluruh 

kegiatan Perumda Migas berupa Laporan Bulanan, 

Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan. 

(2)  Laporan Bulanan, Laporan Triwulan dan Laporan 

Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan kepada Dewan Pengawas sebagai salah 

satu dasar pengawasan. 

(3)  Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disampaikan kepada Bupati setelah laporan hasil audit 

diterima oleh Perumda Migas paling lambat 30 (tiga 

puluh) hari setelah laporan diterima. 
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(4)  Hasil audit yang dilakukan auditor independen atas 

laporan tahunan disahkan oleh Bupati setelah mendapat 

pertimbangan Dewan Pengawas. 

(5)  Penyusunan laporan tahunan dilaksanakan sesuai 

dengan pedoman sistem akuntansi dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kedua 

Penggunaan Laba Bersih 

Pasal  75 

(1)  Penggunaan laba bersih setelah dikurangi pajak 

ditetapkan sebagai berikut: 

a.  bagian laba Pemerintah Daerah sebesar 55% (lima 

puluh lima persen); 

b.  dana cadangan sebesar  20 % (dua puluh persen);  

c.  tanggung jawab sosial dan lingkungan sebesar 3 % 

(tiga persen); 

d.  tantiem/insentif kinerja sebesar 4 % (empat persen); 

e.  jasa produksi sebesar 8 % (delapan  persen); dan 

f.  dana kesejahteraan sebesar 10 % (sepuluh  persen). 

(2)  Bagian laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a, dianggarkan dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap Tahun 

pada tahun berikutnya. 

(3)  Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipergunakan untuk 

penambahan modal, dan berlaku apabila Perumda 

mempunyai saldo laba yang positif. 

BAB XI 

KERJASAMA, PINJAMAN, PENGADAAN BARANG DAN JASA, 

SERTA PEMINDAHAN DAN PENERIMAAN ASET 

Bagian Kesatu 

Kerjasama 

Pasal 76 

(1)  Perumda Migas dapat mengadakan kerjasama dengan 

Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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(2)  Kerjasama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat 

persetujuan Bupati. 

(3)  Pengawasan umum terhadap pelaksanaan Kerjasama 

dengan Pihak Ketiga dilakukan oleh Bupati atau Pejabat 

yang ditunjuk. 

(4)  Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan umum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam 

Peraturan Bupati. 

Bagian Kedua 

Pinjaman 

Pasal 77 

(1)  Perumda Migas dapat melakukan pinjaman dari lembaga 

keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan 

sumber dana lainnya dari Dalam Negeri sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2)  Sebelum melakukan pinjaman, Perumda Migas harus 

membuat pernyataan kesanggupan untuk melunasi 

pinjaman dan membuat rencana pembayaran pinjaman. 

(3)  Dalam hal Perumda Migas menerima pinjaman dari 

Pemerintah Daerah, maka Perumda Migas wajib 

mengalokasikan dalam anggaran Perumda Migas dan 

membayar angsuran kepada Pemerintah Daerah sesuai 

jangka waktu pengembalian setiap tahunnya, paling 

lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal jatuh tempo 

pinjaman. 

Bagian Ketiga 

Pengadaan Barang dan Jasa 

Pasal 78 

(1) Proses pengadaan barang dan jasa diatur oleh Direksi 

dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan 

transparansi. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan 

jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

dengan Peraturan Bupati. 
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Bagian Keempat  

Pemindahan dan Penerimaan Aset Perusahaan 

Pasal 79 

Ketentuan mengenai Tata Cara Penjualan, 

Pemindahtanganan atau Pembebanan atas aktiva tetap 

Perumda Migas serta penerimaan pinjaman jangka 

menengah atau jangka panjang dan pemberian pinjaman 

dalam bentuk apapun serta tidak menagih lagi, dan 

penghapusan dari pembukuan piutang dan persediaan 

barang oleh Perumda Migas diatur dalam Peraturan Bupati. 

BAB XII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 80 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua 

peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten 

Tuban Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan 

Perusahaan Daerah Minyak Dan Gas Bumi Kabupaten 

Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 

Seri E Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Tuban Nomor 22), dinyatakan masih tetap berlaku 

sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan 

ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. 

Pasal 81 

(1)  Semua ketentuan mengenai bentuk hukum, personal, 

pembiayaan, perlengkapan dan dokumentasi Perusahaan 

Daerah Minyak Dan Gas Bumi yang sudah ada sebelum 

Peraturan Daerah ini berlaku harus dimaknai sebagai 

Perumda Migas sepanjang tidak bertentangan dengan 

Peraturan Daerah ini. 

(2)  Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara 

langsung dengan Perumda Migas wajib mendasarkan 

dan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini. 

Pasal 82 

(1)   Periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang 

telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah 

ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi 

masa jabatan dimaksud. 
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(2)   Dewan Pengawas dan Direksi yang telah diangkat 

sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tidak 

termasuk dalam periodesasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal  37 ayat (4) dan ayat 

(5). 

(3)  Dalam hal Dewan Pengawas dan Direksi yang masih 

kosong dan belum ada Pejabatnya maka wajib 

menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan 

Daerah ini. 

BAB XIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 83 

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua 

ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Perusahaan 

Daerah Minyak Dan Gas Bumi Kabupaten Tuban 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E 

Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Tuban Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), untuk ketentuan BAB II Pasal 2 Peraturan 

Daerah Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak Dan Gas 

Bumi Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 17, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 22), 

dinyatakan masih tetap berlaku. 

Pasal 84 

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan 

Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun 

sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. 

Pasal 85 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban. 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN 

NOMOR  3  TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUSAHAAN UMUM DAERAH MINYAK DAN GAS BUMI                       

KABUPATEN TUBAN 

 

A.  UMUM  

Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi Kabupaten Tuban 

merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang dimiliki 

Kabupaten Tuban dan  merupakan alat kelengkapan ekonomi 

daerah sebagai unsur pelaksana otonomi Daerah dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan 

menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa pengelolaan 

sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi, energi dan energi 

terbarukan, dan kegiatan jasa penunjang lainnya berdasarkan tata 

kelola perusahaan yang baik.  Keberadaan Perusahaan Daerah 

Minyak dan Gas Bumi Kabupaten Tuban saat ini diatur dalam 

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi 

Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 

2014 Seri E Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Tuban Nomor 22).  

Seiring dengan perkembangan perusahaan dan upaya 

meningkatkan tata kelola perusahaan, serta sebagai tindak lanjut 

diundangkan beberapa peraturan perundang-undangan yang 

berimplikasi pada pengelolaan Perusahaan Daerah Minyak dan 

Gas Bumi Kabupaten Tuban, meliputi:  

a.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah;  

b.  Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan 

Usaha Milik Daerah;  

c.  Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 

Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating 

Interest 10% (Sepuluh Persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan 

Gas Bumi;  
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d.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan 

Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan 

Usaha Milik Daerah; dan  

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 

tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja 

Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.  

Maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian dan 

penyempurnaan terhadap keberadaan Pembentukan Perusahaan 

Daerah Minyak dan Gas Bumi Kabupaten Tuban.  Penyesuaian ini 

dilakukan dengan menyusun Peraturan Daerah baru yang 

mengakomodasi dinamika masyarakat dan perkembangan 

peraturan  perundang-undangan.  

Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini diarahkan untuk 

memperkuat kelembagaan Perusahaan Umum Daerah Minyak dan 

Gas Bumi Kabupaten Tuban sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 

54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah beserta 

peraturan pelaksanaannya, guna mendukung pencapaian tujuan 

Badan Usaha Milik Daerah dengan menerapkan tata kelola 

perusahaan yang baik (good corporate governance), 

mengoptimalkan pengelolaan perusahaan yang profesional, efektif 

dan seefisien.  

Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang 

Perusahaan Umum Daerah Minyak dan Gas Bumi Kabupaten 

Tuban, meliputi:  

a.  Ketentuan Umum 

b. Nama dan Tempat Kedudukan;  

c.  Maksud dan Tujuan;  

d.  Kegiatan Usaha dan Jangka Waktu Berdirinya;  

e.  Permodalan;  

f.  Organ Perusahaan Umum Daerah Minyak dan Gas Bumi;  

g.   Kepegawaian;  

h.   Dana Pensiun;  

i.  Tahun Buku, Rencana Bisnis, dan Rencana Keja dan Anggaran 

Perusahaan;  

j.   Laporan Perusahaan dan Penggunaan Laba Bersih;  

k. Kerja sama, Pinjaman, Pengadaan Barang dan Jasa, serta 

Pemindahan dan Penerimaan Aset;  

l.  Ketentuan Peralihan; dan  

m.  Ketentuan Penutup. 



- 3 - 
 

jdih.tubankab.go.id 

B.   PASAL DEMI PASAL  

Pasal 1  

Cukup jelas.  

Pasal 2  

Cukup jelas.  

Pasal 3  

Cukup jelas.  

Pasal 4  

Cukup jelas.  

Pasal 5  

Cukup jelas. 

Pasal 6  

Ayat  (1) 

Huruf  a 

Yang dimaksud jasa penunjang adalah kegiatan usaha 

yang dapat menunjang kegiatan usaha hilir yang 

berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha 

pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau 

Niaga.  

-  pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh 

bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi 

nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi 

tidak termasuk pengolahan lapangan.  

- pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak 

Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari 

Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan 

Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi 

melalui pipa transmisi dan distribusi.  

- penyimpanan   adalah   kegiatan   penerimaan, 

pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran 

Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi. 

Huruf  b 

Cukup jelas  

Ayat  (2) 

Cukup jelas 

Ayat  (3) 

Cukup jelas 
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Pasal 7  

Cukup jelas.  

Pasal 8  

Cukup jelas.  

Pasal 9  

Cukup jelas.  

Pasal 10  

Ayat (1)  

Yang dimaksud modal dasar adalah nilai saham 

maksimum yang dapat dikeluarkan oleh Perusahaan 

Umum Daerah Migas Kabupaten Tuban.  

Ayat (2)  

Yang dimaksud Modal disetor adalah kewajiban penyertaan 

modal yang pemenuhannya dilakukan oleh Bupati dengan 

menetapkannya dalam Peraturan Daerah secara khusus.  

Ayat (3)  

Cukup jelas.   

Ayat (4)  

Cukup jelas.  

Ayat (5)  

Cukup jelas.  

Ayat (6)  

Cukup jelas. 

Ayat (7)  

Cukup jelas. 

Pasal 11  

Cukup jelas. 

Pasal 12  

Cukup jelas.  

Pasal 13  

Cukup jelas.  

Pasal 14  

Cukup jelas.  
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Pasal 15  

Cukup jelas.  

Pasal 16  

Cukup jelas.  

Pasal 17  

Cukup jelas.  

Pasal 18  

Cukup jelas.  

Pasal 19  

Cukup jelas.  

Pasal 20  

Cukup jelas.  

Pasal 21  

Cukup jelas.  

Pasal 22  

Cukup jelas.  

Pasal 23  

Cukup jelas.  

Pasal 24  

Cukup jelas.  

Pasal 25  

Cukup jelas.  

Pasal 26  

Cukup jelas.  

Pasal 27  

Cukup jelas.  

Pasal 28  

Cukup jelas.  

Pasal 29  

Cukup jelas.  

Pasal 30  

Cukup jelas.  
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Pasal 31  

Cukup jelas.  

Pasal 32  

Cukup jelas.  

Pasal 33  

Cukup jelas.  

Pasal 34  

Cukup jelas.  

Pasal 35  

Cukup jelas.  

Pasal 36  

Cukup jelas.   

Pasal 37  

Cukup jelas.  

Pasal 38  

Cukup jelas.  

Pasal 39  

Cukup jelas.  

Pasal 40  

Cukup jelas.  

Pasal 41  

Cukup jelas.  

Pasal 42  

Cukup jelas.  

Pasal 43  

Cukup jelas.  

Pasal 44  

Cukup jelas.  

Pasal 45  

Cukup jelas.  
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Pasal 46  

Ayat (1)  

Huruf  a  

Cukup jelas.  

Huruf b  

Cukup jelas.  

Huruf c  

Cukup jelas.  

Huruf d  

Yang dimaksud cuti karena alasan penting antara lain 

atau cuti untuk menunaikan ibadah haji.  

Huruf e  

Cukup jelas.  

Huruf f  

Cukup jelas  

Huruf g  

Cukup jelas  

Ayat (2)  

Cukup jelas.  

Ayat (3)  

Cukup jelas.  

Pasal 47  

Cukup jelas 

Pasal 48  

Cukup jelas.  

Pasal 49  

Cukup jelas.  

Pasal 50  

Cukup jelas.  

Pasal 51  

Ayat (1)  

Cukup jelas.  

Ayat (2)  

Cukup jelas.  
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Ayat (3)  

Huruf  a  

Yang dimaksud dengan “loyalitas” adalah ketaatan 

karyawan kepada atasan perusahaan.  

Huruf b  

Yang dimaksud dengan “kecakapan” adalah 

kemampuan/kemahiran serang karyawan dalam 

mengerjakan suatu pekerjaan.  

Huruf c  

Yang dimaksud dengan “kejujuran” adalah sifat 

jujur/kelurusan hati.  

Huruf d  

Yang dimaksud dengan “kerjasama” adalah 

kegiatan/usaha yang dilakukan oleh beberapa orang 

untuk mencapai tujuan bersama.  

Huruf e  

Yang dimaksud dengan “prestasi kerja” adalah adalah 

hasil yang dicapai dari sesuatu yang telah 

dikerjakan/dilakukan di lingkungan kerja.  

Huruf g  

Yang dimaksud dengan “kerajinan” adalah suatu 

kegiatan melakukan kegiatan/pekerjaan dengan 

sungguh-sungguh.  

Huruf h  

Yang dimaksud dengan “kesehatan” adalah kondisi 

kebaikan keadaan jasmani atau rohani seseorang.  

Ayat (4) 

Cukup Jelas. 

Pasal 53  

Cukup jelas.  

Pasal 54  

Cukup jelas.  

Pasal 55  

Cukup jelas.  

Pasal 56  

Cukup jelas.  

Pasal 57  

Cukup jelas.  
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Pasal 58  

Cukup jelas.  

Pasal 59  

Cukup jelas.  

Pasal 60  

Ayat (1)  

Huruf a  

Cukup jelas.  

Huruf b  

Cukup jelas.  

Huruf c  

Cukup jelas.  

Huruf d  

Yang dimaksud cuti karena alasan penting antara lain 

atau cuti untuk menunaikan ibadah haji.  

Huruf e  

Cukup jelas.  

Huruf f  

Cukup jelas.  

Huruf g  

Cukup jelas.  

Ayat (2)  

Cukup jelas.  

Ayat (3)  

Cukup jelas.  

Pasal 61  

Cukup jelas. 

Pasal 62  

Cukup jelas.  

Pasal 63  

Cukup jelas.  

Pasal 64  

Cukup jelas.  

 



- 10 - 
 

jdih.tubankab.go.id 

Pasal 65  

Cukup jelas.  

Pasal 66  

Cukup jelas.  

Pasal 67  

Cukup jelas.  

Pasal 68  

Cukup jelas.  

Pasal 69  

Cukup jelas.  

Pasal 70  

Cukup jelas.  

Pasal 71  

Cukup jelas.  

Pasal 72  

Cukup jelas.  

Pasal 73  

Cukup jelas.  

Pasal 74  

Cukup jelas.  

Pasal 75  

Cukup jelas.  

Pasal 76  

Cukup jelas.  

Pasal 77  

Cukup jelas.  

Pasal 78  

Cukup jelas.  

Pasal 79  

Cukup jelas.  
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Pasal 80  

Cukup jelas.  

Pasal 81  

Cukup jelas.  

Pasal 82  

Cukup jelas.  

Pasal 83  

Cukup jelas.  

Pasal 84  

Cukup jelas.  

Pasal 85  

Cukup jelas.  
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